
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcruarig pc-ribcn tukan 
l racrah Tingkat fl di Sulawesi ( Lcrnbaran Negara Rcoublik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 1822 ); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Pcnyelcnggaraan Negara Yang Bcrsih Dan Bcbas Dari Korupsi, 
Kolusi, Dan Ncpotisme (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) scbagaimana Lelah diubah terakhir 
dcngan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tent.ang Komisi 
Pcmbcrantasan Tindak Pida na Korupsi (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan 
Lcrnbaran Icgara Rcpublik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 icntang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822) sebagaimana Lelah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tcntang Pcnctapan Pcraturan 
Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tcntang Kcbijakan Kcuangan Negara dun Stabilitas Sistem 
Keuangan unt uk Penanzanan Panderm Corona Vmzs Disease 
2019 (COV!D 19) dan I a tau dalarn Rangka Mcnghadapi 
Ancarnan \<111~ Membahax akan Pcre konomian Nastonal 
d m , atau St ibilitas Srst cm Keuangan (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6~ 
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a. bahwa urituk mclaksanakan kctcrituan pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lcntang Sistcm 
Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Dacrah 
sebagaimana tclah diubah tcrakhir dcngan Undang Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta Kcrja, maka pcrlu 
rncmbcntuk Pcraturan Walikola tcntang Rcncana Kcrja 
Pcrncrintah Dacrah Tahun 2022; 

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana di maksud 
pada huruf a, perlu ditctapkan Pcraturan Walikota Makassar 
tcritang Rcncana Kcrja Pcmcrintah Dacrah Tahun 2022. 

WALi KOTA MAKASSJ\R, 

DENGAN RAIJM/\T TUHAN YANG MAHA 8SA 

WALIKOTA MAK/\SS/\R 
PROVINS! SULAWESI SSLATAN 

PERATURAN WALIKOT/\ MAKASS/\R 
NOMOI~ :

TENTANG 

RENC/\NA KEl~J/\ Pl~M l~RlNT/\11 D/\1-:RAH T/\IIUN 2022 

Mcngingat 

Menimbang 

36 TAHUN 2021
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana Lelah diubah terakhir dcngan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcniang Cipta Kcrja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negaran Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tenlang 
Pcrubahan Batas-batas Dacrah Kotamadya Makassar dan 
Kabupatcn-kabupatcn Gowa, Mares, dan Pangkajene dan 
Kcpulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Sclatan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Rcncana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang Penataan 
Ruang (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4725) scbagaimana tclah diubah tcrakhir dcngan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipia Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Ncgaran Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tcntang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuangan Antara Pcrncrintah Pusal dan Pcmerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) scbagaimana telah 
diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tenlang 
Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Mem bahavakan 
Perekonomian Nasional dan/alau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lcntang Sislem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 
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17. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pcngololaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

18. Pcraturan Pemcrintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan 
dan Evaluasi Pcnyelcnggaraan Pcmcrintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 'I'ahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pclaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nornor 136); 

15. Pera tu ran Pcmcrintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar 
Pclayanan Minimal (Lcmbaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6178); 

16. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 17 Tahun 2018 ten tang 
Kccamatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6206); 

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) scbagaimana Lelah diubah dengan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Pcrubahan alas Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tcntang Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 

14. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2017 Nomor 
73, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041 ); 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 
terakhir denaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
tcntang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah Nasional 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia T'ah'un 2017 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

1 l. Peraturan Pcmcrintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Pcrubahan Narna Kola Ujung Panjang Menjadi Kola Makassar 
Dalarn Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2021 
tentang Pcdoman Pcnyusunan Rcncana Kcrja Pcmerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629); 

29. Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan 
Lembaran dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

25. Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Republik Indonesia Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistcrn Informasi Pemerintahan Daerah 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 
Tahun 2019 Ten tang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pernbangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pclayanan Minimal (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

23. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 130 Tahun 2018 
tenlang Kegiatan Pcmbangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 

24. Pcraturan Mcnlcri Dalam Ncgeri Nomor 56 Tahun 2019 
tcntang Pcdoman Nomcnklatur dan Unit Kcrja Sekretariat 
Dacrah Provinsi dan Kabupatcn/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8U Tanun zu i o 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Nomor 2036 Tahun 2015) scbagaimana Lelah diubah terakhir 
dengan Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Pcrubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pcmbcntukan Produk Hukum 
Oacrah (Benta Negara Tahun 2015 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tcnlang Tata Cara Pcrcncanaan, Pcngcndalian Dan Evaluasi 
Pcrnbangunan Dacrah , Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Dacrah Tcntang Rencana Pcmbangunan Jangka 
Panjang Dacrah Dan Rcncana Pcmbangunan Jangka 
Menengah Daerah, Sorta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana 
Pembangunan .Jangka Mcncngah Dacrah, Dan Rencana Kerja 
Pcmcriritah Dacrah [Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 



unsur pcnyclenggara 
Urusan Pernerintahan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikola ini, yang di maksud dcngan : 
l. Daerah adalah Kota Makassar; 
2. Walikota adalah Walikota Makassar; 
3. Pernerintah Dacrah adalah Walikota scbagai 

Pemcrintahan Dacrah yang mcmimpin pclaksanaan 
yang mcnjadi kewenangan Dacrah otoriorn. 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Mcnetapkan 

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

35. Pcraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Rcncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 
2015-2034 (Lcmbaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2015 
Nomor 4). 

32. Pcro.turari Cubcrnur Proviriei Sulawesi Sclalan Nomor 24 
Tahun 2021 Tcnlang Rcncana Kerja Pemcrintah Dacrah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Dacrah Tahun 
2021 Nomor 24); 

33. Pcraturan Dacrah Kola Makassar Nomor 13 Tahun 2006 
tcntang Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah 
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana 
telah diubah terakhir dcngan Pcraturan Daerah Kot.a Makassar 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Dacrah Kola Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tcnt.ang Rcncana 
Pcmbangunan ,Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kola Makassar 
Tahun 2005-2025 (Lcmbaran Dacrah Kot.a Makassar Nomor 3 
Tahun 2017); 

30. Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Sistcm Pcrcncanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Sela tan Tahun 2010 
Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 251); 

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Mcncngah Dacrah Provinsi Sulawesi 
Sclat.an Tahun 2018-2023 (Lcmbaran Dacrah Provinsi Sulawesi 
Sela tan Tahun 20 I 9 Nomor 1, Tambahan Lcmbaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) scbagaiana tclah diubah 
dengan Pcraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l 
Tahun 2021 Tentang Pcrubahan atas Pcraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2019 Ten tang Rcncana Pembangunan .Jangka 
Mcncngah Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 20 I 8-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 314); 



(2) Pcraturan Walikola ini bcrtujuan untuk mcwujudkan pcmbangunan Daerah 
dalam rangka peningkatan dan pcmcrataan pendapatan masyarakat, 
kesempatan kcrja, lapangan bcrusaha, meningkatkan akscs dan kualitas 
pclayanan publik dan daya saing Dacrah. 

( l) Maksud Pcraturan Walikota ini yakni : 
a. pcdoman bagi Perangkal Dacrah dalam mcnyusun Rcncana Kcrja (RENJA) 

Perangkal Daerah Tahun 2022; dan 
b. pcdoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022 dalam penyusunan 

RAPBD Tahun 2022. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

· 4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kola Makaasar yang sclanjutnya disingkat 
DPRD Kota Makassar adalah lcmbaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur pcnyclcnggara Pemerintahan Daerah; 

5. Pemerintahan Dacrah adalah pcnyclcnggaraan Urusan Pemerinlahan oleh 
Pemerinlah Daerah dan DPRD mcnurul azas otonomi dan 1'ugas Pembant.uan 
dcngan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara 
Kcsatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pcrangkat Dacrah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
pcnyclcnggaraan Urusan Pemcrinlahan yang mcnjadi kewcnangan Daerah; 

7. Badan Pcrencanaan Pcmbangunan Dacrah yang sclanjutnya disingkat 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pcmbangunan Dacrah Kola Makassar; 

8. Kepala Bappcda adalah Kcpala Sadan Pcrcncanaan Pcm bangunan Daerah 
Kota Makassar; 

9. Rencana Pernbangunan .Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya discbut 
RPJPD adalah dokumcn pcrcncanaan pcmbangunan dacrah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun; 

10. Rencana Pembangunan .Jangka Mcncngah Dacrah yang selanjulnya disebut 
RP,JMD, adalah dokumcn pcrcncanaan pcmbangunan dacrah untuk periode 5 
(lima) tahun; 

11. Rcncana Stralegis Saluan Kerja Pcrangkat Daerah, yang selanjut.nya discbut 
RENSTRA-SKPD adalah Rcncana Stratcgis Saluan Kerja Pcrangkat Oacrah 
Pcmcrintah Kola Makassar untuk pcriodc 5 (lima) tahun; 

12. Rencana Kerja Pcrnerintah Dacrah yang sclanjutnya disingkal RKPD, adalah 
dokumcn percncanaan pcmbangunan dacrah unruk periodc 1 (satu) tahun; 

13. Rcncana Kerja Saluan Kerja Pcrangkat Dacrah yang selanjutnya disebut 
Renja-SKPD, adalah dokumen pcrencanaan SKPD untuk pcriodc 1 (satu) 
tahun. 

14. Rancangan Anggaran pcndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkal RAPBD adalah rancangan rcncana kcuangan tahunan Dacrah yang 
diietapkan dcngan Pcraturan Dacrah; 

1 5. Kebijakan Umum Anggaran yang sclanjutnya disingkat. KUA adalah dokumcn 
yang mcmuat kcbijakan bidang pcndapatan, bclanja, dan pembiayaan scrta 
asumsi yang mcndasarinya untuk periode 1 (satu) lahun; 

16. Prioritas clan Plafon Anggaran Scrncntara yang sclanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Dacrah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam pcnyusunan rencana kcrja dan anggaran Saluan Kerja Perangkal 
Daerah. 
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(1) Dalam hal RKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuat 
dengan perkembangan kcadaan Lahun bcrjalan, maka dapat dilakukan 
penambahan dan/alau pcngurangan pagu anggaran indikatif serta program 
dan kcgiatan apabila bclum tcrakomodir dalam lampiran Pcraturan Walikota 
mi. 

Pasal 6 

BABY 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Kepala Perangkal Dacrah wajib membuat laporan kincrja triwulan dan 
tahunan alas pelaksanaan rcncana kcrja dan anggaran yang berisi uraian 
tcntang kcluaran kcgialan clan indikalor kincrja masing-rnasing program dan 
atau kegialan dan sub kcgialan; 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota 
Makassar mclalui Kcpala Bappcda paling lambat 14 [ernpat belas) hari kcrja 
sclelah berakhirnya Lriwulan yang berkenaan. 

Pasal 5 

BAB IV 
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAER.AH 

(2) Hasil pembahasan dengan DPRD Kota Makassar sebagaimana yang di maksud 
pada ayat (1) menjadi pcdoman bagi Pcmcrinlah Daerah dalam menyusun 
RAPBD Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 4 

(1) Dokumcn RKPD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) mcrupakan pedoman 
dalam pcnyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 
Anggaran Scrnentara (PPAS) Tahun 2022 yang akan di bahas dcngan DPRD 
Kota Makassar. 

(2) Isi bcscrta urnian RKPD Kola Makaasar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikola ini. 

PEND AI IULUAN; 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
KERANOKA EKONOMJ DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; 
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 
KJNERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; 
PENUTUP. 

BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 
BAB VII 

(1) Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2022 tcrdiri dari : 

BAB III 
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PasaJ 3 



Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

SEKRETA A MAKASSAR, 

M.ANSAR 

SERITA OJ\ERAI I KOT/\ MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku scjak tanggal diundangkan . 
Agar scliap orang mcngctahuinya, mcmcrinlahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dcngan penempatannya dalam Berita Dacrah Kola Makassar. 

Ditctapkan di Maka ssa r 
pada Langgal 

Pasal 7 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

P) Pcnambahan dan/alau pcngurangan pagu anggaran indikatif 
sorta program dan kcgialan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditctapkan dcngan Peraturan Walikota. 

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun bcrjalan sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1), rneliputi: 

a. pcrkcmbangan yang tidak scsuai dcngan asumsi kerangka 
ckonomi dacrah dan kcrangka pcndanaan, priori las dan 
sasaran pcmbangunan, rcncana program dan kegiatan 
prioritas dacrah; 

b. kcadaan yang mcnyebabkan saldo anggaran lcbih tahun 
anggaran scbclumnya digunakan untuk lahun berjalan 
dan/atau; 

c. kcadaan darural dan kcadaan luar biasa scbagaimana 
ditctapkan dalarn kctcnt uan peraturan perundang-undangan. 

TTD

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

29 Juni 2021

28 Juni 2021

36


